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ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional Provinsi merupakan lokus penelitian yang dimana peran
instansi tersebut menajdi tolak ukur atas pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan narkotika nasional dalam mengatasi
penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar kota Makassar Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah diskripnf déhgan menggunakan tipe penelitian kualitatif
- //\\; ah informan dalam penelitian ini adalah

dan narkotika nasional dalam

ta Makassar, sepenuhnya
ional (BNN) sendir
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Narkotika merupakan hal yang bermanfaat di bidang pengobatan

atau pelayanan kesehatan s engembangan ilmu pengetahuan. Namun,

da tubuh atau
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obat. Dampak sosial ekonomi misalnya selalu merugikan masyarakat, baik

ckonomi, sosial, kesehatan, maupun hukum.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu global. Sekitar 17 tahun
yang lalu, dalam sidang umum International Criminal Police Organization
(ICPO) yang ke-66 pada Tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota




vang berjumlah 177 negara dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan
Australia. Indonesia masuk dalam daflar tertinggi negara-negara yang
menjadi  sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika yang
disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong.
Pada sidang tersebut diungkapkan juga bahwa narkotika khususnya jenis

ekstasi yang semula hanya pofiuler di Eropa terutama di Negeri Belanda,

dari semua kalangan yang terus meningkat. Sekarang, Indonesia tidak lagi
sekedar menjadi wilayah transit atau wilayah pemasaran narkotika ataupun
zat-zat adiktif lainnya, tetapi telah menjadi produsen dan eksportir obat-

obatan terlarang.




Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan
menyebutkan Provinsi Sulawesi Selatan di Tahun 2018 menderita kerugian
ekonomi lebih dari angka Rp1,9 triliun akibat barang haram tersebut. Angka
tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah angka prevelensi pengguna
narkotika di Sulawesi Selatan yang pada Tahun 2017 lalu mencapai 121.773
orang dan meningkat meiadi 131.200 orang pada tahun 2019

p/ sulsel. ban. go.1d
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diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

tentang Badan Narkotika Nasional.




Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan
non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung
jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga
independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan
akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika Nasional

Juga diharapkan dapat optir memberikan perlindungan kepada

masyarakat dan =f'/\‘

------

di tempat kejadian

perkara (TKP) kepolisian beberapa tahun terakhir. “Antar news.com™
Berdasarkan realitas tersebut terdapat kecenderungan bahwa telah

terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar Padahal

di Kota Makassar telah didirikan Badan Narkotika Nasional Provinsi




Sulawesi Selatan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian
tersebut,
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang vang diuraikan di atas, maka masalah
vang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

l. Bagaimana Peran Badafl) Narkotika Nasional dalam mengatasi

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan
referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian
Hukum Masyarakat dan Pembangunan.




2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan
kepada semua pihak termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi

Selatan dan kalangan akademis serta masyarakat vang memiliki perhatian

serius dalam bidang Hukum Masyarakat dan Pembangunan khususnya.




BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
L Dalam skripst yang berjudul “'Penanggulangan Penvalahgunaan Narkotika
Di Kalangan Remaja Dan Hubungannya Dengan Pendidikan Di Kotamadva

Yogyakarta™ yang ditulis olél, Yohannetta Trismivati dari Fakultas
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tma kembali oleh
masyarakat, akhirnya untuk mengobati kekecewaannya mereka ini lari lagi
dalam penyalahgunaan narkotika. Itulah hambatan yang dialami dalam

menanggulangi masalah narkotika.




2. H M Rukiman, SH, Tesis, “Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remara

Dan Penanggulangannya Di Jawa Tengah™
Adapun faktor pembedanya adalah

Berbicara tentang penegakan hukum, maka pembicaraan selalu
dihubungkan dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penegakan
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I. Pendidikan agama sejak dini di lingkungan keluarga

2. Pendidikan agama di sekolah / kampus

3. Pendidikan agama di masyaraka




B. Konsep BNN
I. Pengertian BNN

Menurut Tarigan (2017) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak pidana narkotika

----------

EETTTT LR

ahun 2009 Tentang

Narkotika diaturb 3 NN kabupaten/kota

merupakan instansi vertikal.
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2. Tugas BNN

Dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No
23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur tugas dari BNN vaitu:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan

p\KASS.q
\\ \ j‘-. ' .',‘,_; ;‘*":4

o0~ ~

f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkouka;
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g Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun

internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika;

h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika,

-, 7 ) R
4“?‘ 7 "" = \;

wmusan kebijakan nasio
72N
’ !'V N

P4GN;

¢. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
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d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang
P4GN,

¢ Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang
Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi,

kepada instansi vertikal di

P‘LK-AHS34 @'?»* asvarakat dalam
T} € ’.‘.\ !'% 4 & {Aa \ ’
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psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif

untuk tembakau dan alkohol;

I. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat

dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat




serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan
psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau
dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;

m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif

lainnya, kecuali bahan =/‘»\

Tl

dan komponen masyarakat di bidang PAGN:

s. Pelaksanaan pencgakkan disiplin, kode euk pegawai BNN, dan kode etik

profesi penyidik BNN;
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t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan.
dan pendidikan dan pelatihan di bidang PAGN,

u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika. dan precursor serta bahan
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta
bahan adiktif lainnya, ke &/\-- iktif untuk tembakau dan alkohol;
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¢. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada avat (2) diatur
dengan Peraturan Kepala BNN.



C. Pengertian Peran

Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan
dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat (Widayatun, 2019).
Peran menunjukkan kepada beberapa perilaku vang kurang bersifat

homogen yang didefinisikan dan diharapkan sccara normatife dari

/ /Ilmu“\

d. Kesearan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.

¢. Situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran.

Secara lebih operasional perilaku dapat diartikan suatu respon
organisme atau seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar subjek
tersebut. Respon ini berbentuk dua macam yaitu:
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I. Bentuk Pasif adalah respon internal yaitu yang terjadi di dalam diri
manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain.
Respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang masih
bersefat terselubung disebut covert behavior.

2. Bentuk Aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi

secara langsung tidakkdmnyata seseorang sebagai respon seseorang

4

NT'H ‘\!"“ ,’l
Nt/
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pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau oat yang berasal dani tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan
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o
Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang ﬁa!arln

lampiran 1 UU no.35 tahun 2009.

‘Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat vang besar
bisa digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika
dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri

penderitaan. Jasa narkotika dandpsikotropika sangat besar dalam kehidupan

di masa lalu, masa kimi /\\ g akan datang, Didahului dengan

2) Memasukan kurikulum pada mata pelajaran untuk disisipkan mengenai materi

pengenalan dan bahaya narkoba.
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3) BNN melakukan penyuluhan secara langsung kepada siswa, terkhusus siswa
SMP dan SMA,

| 4) Memberdayakan Masyarakat, seperti melatih kepala lingkungan agar menjadi
panutan dalam masyarakat.

b. Penanggulangan

Ada 5 bentuk cara pe

/\ ah narkoba (Partodiharjo, 2016)
e PS MUy,
R\
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Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada
masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk
narkoba schingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukann

oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu
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oleh instansi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya

masyarakal, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

3) Kuratif

Disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada

pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan

\\\‘\\lh, //' ?
NP

AA\Y
_$\ o/

S

banyak pula mantan pemakai yang terkana hipetitis B & C.
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5) Refresif

Program refresif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar,
pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program
instansi pemerintah yang berkeewajiban mengawasi dan mengendalikan
produksi distribusi semua zat program represif berupa penindakan juga
dilakukan terhadap pemakai s

@i pelanggaran undang-undang tentang
narkoba.

E. Kerangka Pikir

Tor=A 8
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Gambar 2.1 :

[ BNN Kota Makassar

(— \ f N\ ( FAKTOR
1. Kejelasan Perilaku PENGHAMBAT :
PE‘;:DAIKJEDUII;*{J& 2. Konsisten Respon
' 3. Kesesuaian dan Keseimbangan I. Situasi Sekarang
a  Instruksi Presiden Peran ) (Pandemi)
No,12 Tahun =] 4 Situasia . i
2011 / \ 2. Keterbatasan
b. Kerja Sama Pihak Menu i Paria Anggaran
\ polmm / 3. Keterbatasan Tim
- RANNSN. Penyuluh
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G. Deskripsi Fokus Penelitian
Adapun deskripsi fokus yang akan di jelaskan berdasarkan fokus penelitian
vakni :

1. Kejelasan Perilaku adalah kejelasan terhadap apa vang menjadi tugas dan

tanggung jawab vang telah di berikan.

6. Faktor penghambat adalah suatu kejadian atau situasi yang akan

memperlambat atau menunda jalannya proses kegiatan, antara lain -




a. Situasi Sekarang (Pandemi) maksudnya di era pandemic ini tentu dengan
adanya aturan mengenai PPKM justru menghalangi pihak BNN untuk

melakukan sosiaisasi tentang bahaya narkotika di kalangan masyarakat.

b. Keterbatasan Anggaran adalah hambatan yang di hadapi oleh BNN dimana
anggaran yang ada justru harus di bagi kepada daerah yang blum terbentuk
BNNK dalam menangani masdlab penvalahgunaan narkotika.

c. Kﬂtﬂl‘bﬂﬂsﬂn Til]l _P -"A'h fn chllc dﬁﬂﬂaﬂ |1.I35I'l}'ﬂ Wﬁﬂ)’nh

di setiap kabupaten/kota



BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini memakan waktu 2

bulan yakni Juni — Agustus 202 .

°® s
iy Zr

2.

/'“'qv ‘\\

A_‘ I\

pencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku disebut
metode diskriptif (Deskripsi).
2. Tipe penelitian
Tipe penelitian ini memakai tipe deskriptif vakni mencoba

menjelaskan maupun mengungkapkan makna konsep vang didasari oeh




kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Intinya mempelajari kondisi

seorang individu maupun kelompok yang dianggap mengalami kasus
tertentu. Mempelajari secara khusus pelajar yang terjerat kasus narkotika.
Dimana peneliti senantiasa mempelajari secara mendalam kasus yang ada
berdasar kurun waktu yang cukup lama.

C. Sumber Data

dat@primer dan data sekunder. Data

t:"
~
NG

A
b dik] s

T
Y ‘ H

I’

(arsip) yang ada di Kantor BNN Sulsel maupun data yang telah dipaparkan
di banyak media sosial akan penyalahgunaan narkotika yang

menyebabkan banyak pelajar yang terjerus pada kenakalan pelajar saat ini.




26

D. Informan Penelitian

Informan diambil yakm pelajar dari lingkungan Kota Makassar.
Informan dipilih berdasarkan karakteristik kesesuaian dengan data vang
diperlukan yakni, pelajar yang terlibat akibat penyalahgunaan narkotika.
Jumlah informan tidak di tentukan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan,

fhps -2
el At b A

Z2n

menggunakan metode SW+1H.
b. Pengamatan (Observation), yakni melakukan pengamatan langsung sesuai
apa yang terlihat di lokasi penelitian sesuai dengan lokus dan fokus

penelitian.
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c. Dokumentasi (Documentation yaitu pengumpulan data berdasarkan
dokumen serta laporan tertulis lainnya (data sekunder) dan dokumentasi
berupa foto dengan infroman penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data interaktif dari Mife

/r. srm (2012), vaitu:

(1) Reduksi data (da i meérangkum, memilih hal-hal vang

¢

(2) Triangulasi teknik, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan
data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda;




(3) Tringulasi waktu, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan
‘dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi
berbeda.




BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan
dibentuk berdasarkan Peratuséin Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)

| pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya™.

Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok
program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran




gelap narkoba di Sulawesi Selatan, maka dirumuskan visi Badan
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut: “Menjadi
instansi vertikal yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh
komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam

melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
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pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba,

3 Peningkatan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu
narkoba di Sulawesi Selatan,




4 Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan,
Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
Sulawesi Selatan berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, vaitu:

4 Meningkatnya pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan
atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan
sosial,

5. Meningkatnya pelaksanaan upaya pasca rehabilitasi penyalahguna
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dan/atau pecandu narkoba.

6. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

7. Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika.

masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rchabilitasi bagi
penyalahguna  dan/atau  pecandu narkoba dengan cara

meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi
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penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

4. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat
Jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta
menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.
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Tabel 1. Keadaan Golongan Data Pengguna dan
Penyalahguna Narkotika

I. Rekapitulasi Data Narkoba Tahun 2018

Tabel 4.1. Golongan Penyalahguna

GOLONGAN JUMLAH
PENYALAHGUNA PENYALAHGUNA

ZZHA




Tabel 4.4, Golongan pekerjaan

PEKERJAAN PELAKU JUMLAH
PENYALAHGUNA
PELAJAR (6 orang
MAHASISWA 13 orang
PEGAWAI NEGRI1 05 orang
PEGAWAT SWASTA 79 orang
POLRI 0 orang
WIRASWASTA 108 orang
TANUNELAYAN 02 orang

10 butir somadril

Peralatan untuk Mengkonsumsi
narkoba

35
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JTP : 284 kasus (Tsk : 429 Orang)

Berdasarkan data tabel diatas di ketahw bahwa rekapitulasi data
tindak pidana pelaku penyalahguna pemakai dan peredar narkotika terdiri
dari bandar narkoba, pengedar dan pemakai yang terdiri dari beberapa

golongan yang dikelompokkan berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan

Tabel 4.8. Golongan usia

GOLONGAN USIA JUMLAH
PENYALAHGUNA
10-17 Tahun 10 orang
18-20 Tahun 40 orang
"21-35 Tahun 100 orang
26-30 Tahun 84 orang




31 Ke Atas 198 orang
JUMLAH 432 orang

Tabel 4.9. Golongan pendidikan

[ JUMLAH
PENDIDIKAN
 PELAKU PENYALAHGUNA
SD 83 orang
SLTP 127 orang
SLTA 204orang
PT 16 orang
432oran
b 4
) A v
<
3
A
L J
/
LAKI-LAKI DEWASA 388 orang
PEREMPUAN DEWASA 39 orang
BELUM DEWASA S orang
JUMLAH




Tabel 4.12. Jenis Barang Bukti

NAMA BARANG BUKTI

JUMLAH BARANG BUKTI

ECSTASY

139 Butir

SABU-SABU

1385 paket kecil

O6pakel sedang

3 kilogram paket besar

30 PAKET KECIL

NIHIL

3.735 butir somadril
958 butir tramadol
503 hrl.mr THD

24 Kasus vang telah ditangkap.

dan hasil penangkapan diperoleh barang bukti 139 butir ecstacy dan
lebih dari seribu pakaet sabu-sabu yang terbagi atas paket kecil, sedang

dan besar, dan juga didapat 30 paket kecil ganja juga ribuan butir obat

daftar G serta peralatan untuk mengkonsumsi narkoba yang telah disita

38



oleh Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar.

39

Rekapitulasi data narkoba tahun 2020. Tabel 4.13. Golongan

penyalahguna
GOLONGAN JUMLAH
PENYALAHGUNA PENYALAHGUNA
BANDAR T4orang
PENGEDAR 237 orang

Tabel 4,16, Golongan pekerjaan

PEKERJAAN PELAKU JUMLAH
PENYALAHGUNA
PELAJAR 06 orang
MAHASISWA 13 orang
PEGAWAI NEGRI 02 orang
PEGAWAI SWASTA 132 orang




POLRI
WIRASWASTA 100 orang
TANI/NELAYAN 15 orang
BURUH HARIAN 177 orang
 PENGANGGURAN 147 orang
JUMLAH 597 orang

Tabel 4.17. Jenis Kelamin Pelaku

v" N\Abs Wk‘?
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msi sabu-sabu

JTP : 416 KASUS (TSK : 597 Orang)

Data tabel diatas di ketahui bahwa rekapitulasi data tindak pidana
pelaku penyalahguna pemakai dan peredar narkotika terdin dan
bandar narkoba, pengedar dan pemakai vang terdiri dari beberapa
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golongan yang dikelompokkan berdasarkan umur, pendidikan,
pekerjaan pelaku, jenis kelamin, dan nama jenis barang bukti yang di
dapatkan dari hasil penangkapan. Dan hasil data keseluruhan yang
diperoleh bahwa pada tahun 2020 terdapat 416 kasus tindak pidana
narkoba dari 597 tersangka pelaku penyalahguna narkoba di kota

!: i
vy,

NE

a pelaku pengedar
dan pengguna narkoba dari 324 kasus, sedangkan pada tahun 2020
Jumlah kasus narkoba juga mengalami kenaikan dimana tersangka
kasus tindak pidana pengedar dan pengguna narkoba yang berhasil
ditangkap sebanyak 597 orang dari 416 kasus. Jadi dari data tabel di




atas jumlah pengguna dan pengedar narkoba mengalami peningkatan
setiap tahunnya di kota Makassar.
2. Bidang Pencegahan
Bidang pencegahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pencegahan dan

Seksi Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi

vang mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi
P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan
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Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Seksi Desiminasi Informasi

mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

a  Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bahan
kebutuhan pelaksanaan kegiatan;

b Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

dengan intansi pemeki

terkait dan komponen masyarakat

Narkotika

ai tugas dengan

rincian sebagai berikut:

a. Menyusun Jadwal waktu (time schedule) atas Pelaksanaan
Advokasi di bidang Pencegahan secara berkala;
b. Melakukan persiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan



penyajian materi penjuluhan PAGN;

¢ Melakukan koordinasi kepada instansi pemerintah dan non
pemerintah vang akan di advokasi PAGN;

d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan serta pembentukan kader
sadar narkoba,

e. Melaksanakan bimbingan teknis  advokasi

kepada Badan

cccccc
STantasaen

Provinsi Sulawesi Selatan;

b, Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam
rangka  pemutusan  jaringan  kejahatan  teroorganisasi
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, prekursor, dan
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bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

¢. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam
Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

d  Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan
melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional

2 WAKAS

S44
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Selatan,
b. Melakukan Inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan
informasi data tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
¢. Melakukan tindakan pengawasan terhadap orang, barang atau




tempat vang dicurigai dan atau atas informasi terjadinya kegiatan
tindak pidana narkotika atau yang berkaitan sesuai undang undang
Narkotika;

d. Melakukan pemetaan kasus dan daerah rawan peredaran gelap
narkotika,

¢. Melakukan kegiatanfintelejen berbasis tekhnologi di wilayah

giatan intelyjen berbasis

/77:,?’;3\\\ \> .
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bahan adikuf

n alkohol dalam
bimbingan teknis
kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Seksi
penyidikan, penindakan, dan pengejaran. mempunyai tugas dengan
rincian sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penyidikan, penindakan dan
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pengejaran Bidang pemberantasan;

b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis data, perhitungan
bahan informasi Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika,

¢. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika

oleh seorang Kepala Scksi vang mempunyal tugas melakukan
penviapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Seksi pengawasan tahanan,

barang bukti dan aset mempunyai tugas dengan rincian sehagai



berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan tahanan barang
bukti, dan aset Bidang Pemberantasan.

b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan

informasi tindak Pidana narkotika, termasuk melakukan

a. Bidang pencegahan

Melakukan kegiatan diseminasi  informasi  dengan

memanfaatkan peran berbagai media massa secara massive
dan juga melalui advokasi dengan melaksanakan




pembangunan berwawasan anti Narkoba dengan sasaran
semua unsur yang ada di masyvarakat seperti: Lingkungan
pelajar’ mahasiswa, Institusi pemerintah’ swasta dan
kelompok masyarakat lainnya untuk menjadikan seluruh

masyarakat, sedangkan pada bidang pemberantasan yaitu,

n menurut Aim

Abdulkarim).
Rehabilitas adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula
si pecandu, melainkan memulihkan serta menyehatkan seseorang

pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitas narkoba adalah




suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit pecandu
narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan
mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu
yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur

hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitas korban

bahwa rehabilitas

adalah proses pemulihan kembal kondisi fisik. mental, dan jiwa
bagi si pengguna narkoba kuhusunya yang sudah dikategorikan
sebagai pecandu narkoba, schingga dapat kembali diterima di
tengah-tengah masyarakat dan bisal lagi menjalani kehidupan
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seperti sebelumnya. Di dalam Balai Rehabilitas BNN terdapat
tahap-tahap merehabilitas bagi pecandu narkoba, tahap-tahap
merchabilitas merupakan program yang harus dilakukan, dan
dilewati oleh pecandu narkoba sehingga kondisinya dapat kembali
pulih seperti sebelumnya, dan dapat kembali menjalani kehidupan
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) akan menganalisa

tingkat ketergantungan korban untuk kemudian menetukan
tingkat pembinaan bagi korban, sehingga metode dan terapi
pengobatan bisa dilakukan secara terukur.
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2. Tahap intensif
Pada fase ini yakni proses penyembuhan secara psikis.
Motifasi dan potensi dirinya dibangun dalam tahap ini.
Korban diajak untuk menemukan dirinva dan scgala

potensinya, juga menyadari berbagai keterbatasannya

1
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masyarakat luas,

sehingga merupakan proses resosialisasi.
4. Tahap pemeliharaan lanjut
Pada tahap imi walaupun secara fisik korban sudah

dinyatakan sehat dan psikispun sudah pulih, namun masih




ada kemungkinan korban akan tergelincir kembali, lebih-

lebih saat korban mempunyai masalah, pada saat itu bisa
Jadi koraban bernostalgia dengan narkoba. Karena itu setiap

korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan dengan

sungguh- sungguh agar dapat melewati dan mengatasi

bulan Detoksifikasi adalah fase awal pecandu vang baru
memulai  penanganan, difase inilah pecandu
dibersihkan dar racun yang diakibatkan oleh dampak

narkoba. Program im  berlangsung 2 minggu.




Sedangkan stabilisasi adalah fase yang harus dijalani
oleh para pecandu yang sudah dibersihkan sebelumnya
dirumah detoks. Di dalam fase ini pecandu akan diberi
pemahaman mengenai program yang sedang, dan akan
dijalankan pada fase berikutnya. Program ini

S errball
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Total

28 59

2 17 Thn 19 34 23 sl
3 18 Thn 8 20 10 38

Sumber Data : Kantor BNNP Penggolongan Berdasarkan
Pasien Rehabilitasi



Tabel 2.3, Perbandingan Layanan Wajib Lapor Bagi Penyalah guna/ Pecandu
Narkotika Pada BNN Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020

No | IPWL BNN Wilayah Sulsel 2018 2019 | 2020 | Jumlah

1 | BNNP Sulawesi Selatan 25 45 43 113

2 | BNNK Palopo 0 1 2 3
BNNK Tana Toraja 0

’lll 'HI,l \\‘\
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proses rehabilitasi berkelanjutan. Pentingnya pelaksanaan program pasca
rehabilitasi adalah untuk membantu mantan penvalah guna narkotika
untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara normatif,
produktif dan mandiri dan dapat berfungsi secara sosial, sehingga dapat
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mengurangi stigma negatif dan masyarakat terhadap mantan penyalah
guna narkotika dan menambah dukungan masyarakat terhadap proses
pemulihan. Jumlah layanan mantan pecandu narkotika vang dilakukan
BNNP Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebanyak 25 orang yang
dilakukan pembinaan secara kelompok sebanvak 6 kali pada tahun 2018.
Norma pengukurannya ada

dibina supaya tida

i jumlah mantan pecandu narkotika yang

' 1
185

\\HII:I/Y/

A‘ 1as

niaupan {\s , [ 1T

kehidupan bermasyarakat

53 orang | 37 orang

Sumber Data : Kantor BNNP Penggolongan Berdasarkan Jumlah Pecandu Tahun

2018




Capaian dari target indikator kinerja Jumlah pecandu Narkoba
yang telah mendapatkan rehabilitasi dan kembali produktif dalam
kehidupan bermasyarakat lingkup BNNP Sulawesi Selatan
berdasarkan laporan dan Bidang Rehabilitasi belum dapat di
simpulkan, akan tetapi pada bulan Januari 2019 Bidang Rehabilitasi
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lembaga rehabilitasi komponen masyarakat sebanyak 266 klien
(20,78%).
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Tabel 2.6. Persentase Pemulihan Layanan Rehabilitasi Rawat Inap Per Lembaga
di Sulawesi Selatan Tahun 2019

PEMULIHAN %
N NAMA JML SELE TDK| PEMULI
0 LEMBAGA KLIEN | SAT SELESAI|HAN
1| Balai Rehab Bad 108 0} lﬂﬂ,ﬂq
2IRS Khusus of 100,00
[N 4
Suls
@ A 7]
P () 00.00|
B 00]
2.86
v 00,00}
100,00
¥ A 95.45
2\
ALP 100,004
\J

10 LBS . D of 100,00
1 | LPMS o 100,00
12| Yayasan Mitra Husada 1 1 0f 100,00
JUMLAH 6'89' 687 2| 99.71

Sumber Data - Kantor BNNP Penggolongan Berdasarkan Pasien Rawat Inap
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Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 689 klien yang terdaftar pada BNNP/K
untuk mengikuti proses rehabilitasi rawat inap, hanya 687 klien (99,71%) yang
dinyatakan berhasil menyelesaikan program rehabilitasi (pulih), dan sebanyak 2
klien yang tidak menyelesaikan proses rehabilitasi karena meninggalkan lembaga
rehabilitasi.

Khusus klien Lapas, sebanyakld8 klien (17,29%) vang bebas sebelum 3

bulan, namun terlebih -. esmen  terminasi  dengan  hasil

------------
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[ “ 7 g"’ / Hal 32
2 54] 54
3 azl 62| 62
4 - 46| 3

5 |RS Khusus Daerah Sulsel s s| s s s| 3| s| s s

6 |Balai Rehab Baddoka 1 ! N i 1 11| | B

7 |RSUD Barru 1 ! i 1 || . | I

8 |RSUDSultan Dg Raja 21 2| A 21 4 2] 3 2




9 |RSUD Andi af 3 3] 3 31 3 3 3 3
Makkasau

10|RSUD Batara Guru o 1of 19p 19 1] |0| T E L
JUMLAH 54| s24] 334] 281] 262] 246] 233] 227| -mi
PERSENTASE 1oal 53‘1536' sa‘al 46.9] 44,5 433 41.2|

rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba serta kapasitas lembaga

rehabilitasi medis dan sosial. Sasaran kegiatan im adalah sebagai upaya
meningkatkan capacity building dari lembaga rehabilitasi medis dan sosial,

Sedangkan program pasca rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba
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dimaksudkan dalam upaya penyiapan mental dari mantan pecandu Narkoba pada

saat kembali ke masyarakat tidak relaps lagi.

B. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan dan point indikator yang ada pada kerangka pikir mengenai

peran Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika

*k\\ g\.‘_g ':’////:, :

narkotika sudah memasuki semua kalangan termasuk kalangan remaja. Kota
Makassar sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan tingkat
penyalahguna tertinggi dan sangat mengkhawatirkan memerlukan berbagai
tindakan pencegahan dan pemberantasan vang lebih efektif dan
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menyeluruh, Sebagaimana dengan strategi pencegahan peredaran narkotika
di kota makassar, maka pihak dari Badan Narkotika Kota Makassar dan
Kepolisian Polrestabes Makassar melakukan kerjasama dalam memberantas
dan mencegah peredaran narkotika dikota makassar

Seperti yang disampaikan oleh A. Irvan SE Selaku Koordinator

ar sindikit pengedar dan

ses penvelidikan  dan
oba yang telah
| vang

i

R
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»

y sindikat jﬂ!‘lﬂ@n
pengEdar narkoba setelah mendapatkan  informasi  dari  hasil
penyelidikan dan interogasi terhadap pengguna dan pengedar yang
telah tertangkap oleh Sat Narkoba guna untuk memudahkan para
pihak kepolisian dalam melakukan pengejaran kepada jaringan vang
merupakan bandar narkoba”..( Hasil wawancara A S, Tanggal 3
Agustus 2021)
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Hasil wancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa
pthak Kepolisian dalam melakukan penvelidikan guna untuk memberantas
dan mencegah peredaran narkoba di kota makassar berjalan dengan efektif,

kemampuan dan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap

pengguna dan pengedar narkoba vang tertangkap guna untuk melakukan

ulawesi Selatan,
Kepolisian Polrestabes Makassar dan masyarakat bekerja sama dalam
memberikan informasi terhadap pelaku pengguna dan pengedar narkoba di
kota makassar.




Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkoba di
Sulawesi Selatan oleh Polda Sulawesi Selatan, sudah hampir semua
Kabupaten/ Kota dapat ditemukan. Berkaitan dengan data pengungkapan
kasus tersebut, dapat dilihat persebaran kasus peredaran dan penyalahgunaan
Narkoba. Kabupaten/kota yang paling rawan yaitu Kota Makassar, Resort
Pelabuhan, kemudian Kota Pa e, Kab. Maros, Kab. Sidrap, Kab. Gowa,

///,//
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penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Dalam proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

semua komponen bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan,
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pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dengan dilakukan kegiatan
pemberdayaan masvarakat vang dimaksudkan untuk mendorong dan
meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya
bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Pemberdayaan ini sebagai tindak lanjut dari diseminasi informasi dan

Bapak Agustinus

Sollu Selaku Kepala Bidang Pemberantasan.

“kami bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan
Kegiatan advokasi pembangunan berwawasan anti Narkoba kepada
institusi Pemerintah dan swasta; dan Kegiatan advokasi pembangunan
berwawasan anti Narkoba kepada kelompok masvarakat dan institusi
pendidikan, selain itu kami juga turun langsung melakukan penyuluhan
dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkotika pada lingkungan




pelajar, lingkungan kerja dan juga memberikan bimbingan kepada
masyarakat.”...(Hasil Wawancara A.S, Tanggal 3 Agustus 2021)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa
Badan Narkotika Nasional Provensi/Kota melakukan kerja sama dengan

berbagai instansi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam

melakukan berbagai penvuluhan dan sosialisasi mengenai bahava narkotika

pemberantas iy sampaikeak.ar-
akarnya agar masa depan para penerus bangsa bisa bebas dari jerat
narkotika”... ( Hasil Wawancara A S, TAnggal 3 Agustus 2021)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan
bahwa pihak Kepolisian, Badan Narkotika Nasional juga masyarakat saling

bekerja sama dalam mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba di kota
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makassar, partisipasi dan kerjasama semua pihak sangat diperiukan untuk
mencegah lebih meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba dikalangan
remaja. Oleh karena itu pemerintah dan berbagai instansi pemerintahan harus

bekerjasama dalam mengontrol dan mengawasi serta mendukung berbagai

kegiatan sosialisai mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

lingkungan sekitar mereka yang merupakan lokasi dimana banyak remaja
yang menggunakan narkoba sering berkumpul karena para masyarakat takut
jika keluarga mereka juga akan tergiur untuk menggunakan narkotika

tersebut.




Informasi dari masyarakat tentang adanya penvalahgunaan narkotika
sangatlah penting. Sebab selama ini Badan Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP) Sulawesi Selatan selama ini lebih banyak melakukan fungsi
pemberantasan berdasarkan laporan atau informasi masyarakat. Selain itu
menurut penulis, sosialisasi tentang perlindungan saksi dan ancaman pidana
bagi orang tua atau wali dari 1 du vang belum cukup umur vang sengaja
tidak melapor harus ditig
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bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan
kemampuan pelavanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau
pecandu narkoba,




Rehabilitasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh
BNN Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan vang ditegaskan dalam
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi
Penyalah guna Narkoba terbagi dua, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu

untuk membebaskan pecandudNarkoba dari ketergantungan Narkoba.

kembali ke masyarakat tidak relaps lagi.
Di kota Makassar dalam proses Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional
Povinsi Sulawesi Selatan Melakukan kerja sama dengan komponen

masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk



mendorong dan memngkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan
lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Bambang Wahyudin Bidang
Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sulsel dalam wawancara berikut :

“dalam mencegah

rehabilitas), seperti 4
bekerjasama den

gdaran narkoba maupun dalam proses
halnya pada masa rehabilitasi kami

¢ aitu BINMAS dalam hal ini
anak remaja yang pasca

2 masyarakat agar kiranya
rkungan vang baik dan
idak terjurumus

narkotika dapat berbaur ke

bali dengan masyarakat di lingkungan yang lebih

baik untuk mencegah penggunaan kembali barang terlarang tersebut.
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Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sudarianto Pegawai Bagian
Rehabilitasi sebagai berikut:

“Dalam proses rehabilitasi kami memberikan rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial, yaitu pada proses rehabilitasi para pengguna
diharuskan rutin datang untuk melakukan konsultasi rehabilitasi agar
kita dapat memantau perkembangan proses yang telah dilakukan dalam
rehabilitasi, pada rehabilitasi medis para pengguna diberikan obat
peredas rasa nyeri untuk menghilangkan efek yang dirasakan seperti
gchsah dan susah udm akibat dari ketergantungan narkotika yang telah

g narkoba-sehinggn mereka
akan narkoba” .(Hasil

djhenkan sangat baik dan saya dianjurkan untuk rutin datang setiap
minggu melakukan rehabilitasi”,. (Hasil Wawancara AN, Tanggal 3
Agustus 2021)

Berdasarkan  hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa
penanganan pada pengguna narkoba yang melakukan rehabilitasi berjalan

dengan baik dengan adanva proses rehabilitasi baik secara medis dan sosial




)

dapat mempengaruhi pola fikir mereka untuk tidak kembali menggunakan
dikemudian hari, seperti halnya diatas yang disampaikan oleh pegawai
rehabilitasi dan pengguna yang sedang direhabilitasi bahwa setelah
melakukan rehabilitasi dan diberikan arahan dan juga obat maka dapat
diketahui bahwa proses rehabilitasi yang dijalani berjalan dengan baik.

C. Faktor-Faktor Pendukung Dan®enghambat Badan Narkotika Nasional

,tA, tn Makassar
1

eberhasilan kincrja
instansi BNNP Sulawesi Selatan karena berdasar pada misit BNNP Sulawesi
Selatan yaitu “Bersama instansi pemerintah terkait. swasta dan komponen
masyarakat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan

pencegahan, pemberdavaan masyarakat, pemberantasan serta didukung dengan



tata kelola pemerintahan vang akuntabel, adapun faktor pendukung BNNP

~dalam mencegah peredaran narkotika dikota makassar sebagai berikut:
a. Instruksi presiden No. 12 Tahun 2011
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba. Untuk lebih memfokuska npencapaian "Indonesia Negeri Bebas

. - -

pemenintah. non pemenntah dan komponen masyarakat tersebut
berdasarkan atas kriteria kesepakatan bersama yang saling menguntungkan
antara kedua belah pihak di bidang P4GN berdasarkan prinsip efisiensi,

efekuivitas, sinergi, itikkad baik, mengutamakan kepentingan nasional.




persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hokum dalam
mewujudkan Indonesia bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika. Kerjasama yang diperkuat dengan penandatangan Perjanjian
Kerasama antara BNNP Sulawesi Selatan dengan sector terkait pada tahun

2016 sebanyak 9 dokumen yang terdiridari :dokumen kerjasama dengan

2, Mol 2019
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a. Kanwil Agama
b. BKKBN

c. PWI

d. Beritakota Online

¢. Harian Cakrawala

}. Kwarda Pramuka

k: LPAIC
I. Dinas Pendidikan

m. HIPMI




4. Mayzone com MolU 2021
a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
b. Kodam VII Wirabuana
¢. Polda Sulselbar

d. Kejaksaan Tinggi Sulsel

\\\\\"' '://

”“5
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Data di atas menunjukkan keterlibatan institusi terkait dalam
pelaksanaan program P4GN dengan pelaksanaan rata-rata 10 dokumen

kerjasama per tahun. Evaluasi tindak lanjut hasil kerjasama antara BNNP
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Sulawesi Selatan dengan institusi pemerintah, swasta dan komponen
masyarakat dari tahun 2018-2020 sebanyak 40 dokumen kerjasama

Berdasarkan data diatas, berikut hasil wawancara dengan Bapak
Bambang Wahyudin Bidang Perencana Rehabilitasi Badan Narkotika
Nasional Provinsi Sulsel sebagai berikut:

“1a bisa dikatakan dalafn pelaksanaan Inpres No.12 Tahun 2011
tentang PelaksanaandKebiakan dan Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasdn P igunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

i ; i dokumen
melancarkan program

peredaran narkotika di
Agustus 2021)

vi 1 L=

makassar. Kegiatan lainnya vang terkait dengan pelaksanaan program

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) adalah Hukum dan Kerjasama yang melekat pada Bagian

Umum. Kegiatan ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan kualitas
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peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa
hukum serta dokumentasi hukum, serta upava peningkatan pelaksanaan
kerjasama dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Wahyudin
Bidang Perencana Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel

sebagai berikut:

masa depan negara dan juga para remaja sehi

danjuga warga mulai ikut turun dalam memberikan informasi.
Demikian hal senada juga vang disampaikan Bapak Sudarianto
sebagai berikut

“dalam pemberantasan dan pencegahan narkotika di kota makassar
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kami bekerja sama langsung dengan pihak BNN dan Juga
masyarakat sebagai informan, berbeda dengan masyarakat vang
hanya memberikan informasi kami bekerjasama dengan BNN
misalnya jika ada pengguna yang tertangkap dan membutuhkan
rehabilitasi maka kami limpahkan langsung ke BNN karena kami
belum memiliki sarana untuk rehabilitasi”.. .(Hasil Wawancara
S.D.R, Tanggal 3 Agustus 2021).

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan
bahwa BNN dan juga piha/Kepolisian melakukan kerjasama dalam

memberikan rchah_i ifeima vang telah ditangkap oleh pihak

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam
mencegah pereadaran narkotika di kota Makassar tentunya mengalami
beberapa kendala dan hambatan, adapun hambatan-hambatannva seperti

kurangnya kertersediaan SDM vang dimiliki BNNP sulawesi sulawesi




selatan. anggaran dana dalam program pemberantasan dan juga alat
pendukung yang dimiliki oleh BNNP sulawesi selatan.
1. Ketersediaan SDM

Salah satu faktor pendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dapat berdaya guna dan
berhasil guna bila kebutuhan ; er daya dapat terpenuhi yang diharapkan

yalahguna Narkoba, gambaran

/- )

N |p

(
- M

e rrialian : A rangka m ewu]udkan Sulsel
he:rsnh NarkubaSaat ini, Jmniah tenaga BNNP Sulawes: Selatan
yang tercatat pada Subag Administrasi sebanvak 62 orang dari
yang dibutuhkan sebanyak 210 orang, dimana terdin dari
Pegawai Negeri Sipil BNN, Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan
dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Polri Polda
Sulawesi Selatan yang ditugaskan, Pepawai harian lepas dengan
status kontrak, namun pada bidang rehabilitasi kami masih
kekurangan tenaga kerja dalam melakukan proses rehabilitas:
kepada pasien pengguna yang dirawal inap maupun rawat
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jalan” . (Hasil Wawancara S.D.R, Tanggal 3 Agustus 2021)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam
ketersediaan SDM di BNNP sulawesi selatan masih kekurangan tenaga

kerja khususnya padang bidang rehabilitasi schingga terjadi kendala

dalam melakukan proses rehabilitasi kepada para pengguna.

sebesar Rp.  13.125.243.000. Secara jelas dapat dilihat bahwa dari
tahun ketahun pertambahan anggaran BNNP sulawesi selatan

mengalami peningkatan jumlah anggaran.
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Berikut hasil wawancara dengan PLT KABAG umum BNNP
sulawesi selatan sebagai berikut:

“kalau masalah anggaran yang dimiliki BNNP sulawesi selatan
setiap tahun memang meningkat namun meskipun terjadi
penambahan anggaran tapi kami masih kekurangan dana,
utamanya pada dua bidang yang memiliki kekurangan dana vaitu
pada bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan, kalau pdi

1 ilitg dalam satu bulan satu orang vang
dana kurang lebih tiga juta

e N m g
Wawancara S. D R, Tanggal 3 Agustus 2021 )
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat
diketahu bahwa anggaran masih menjadi faktor penghambat BNNP

sulawesi selatan dalam pemberantasan peredaran narkotika di kota




makassar, karena kurangnya dana tersebut maka tidak mungkin dalam
pemberantasan  arkotika akan berlangsung dengan lancar, karcna
dengan adanya anggara yang besar maka Sarana atau fasilitas yang
dimiliki akan lebih memungkinkan dalam proses pemberantasan, oleh
karena itu Jika anggaran dana itu tidak terpenuhi, maka mustahil

otika akan mencapai tujuannya.

a di kota makassar maka

MU H4I,1,/\.

1 tentunya harus

........
------------

4. Sarana Transportasi
5. Sarana kerja meja dan kursi

6. Perangkat pengolahan data

7. Sarana perlengkapan Lain




Berdasarkan informasi data dari BNNP sulawesi selatan diatas
bahwa sarana dan prasarana vang dimiliki sudah memadai.

Berikut hasil wawancara dengan Bidang Perencana Program dan
Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Makassar sebagai berikut:

“kalau sarana dan prasarana yang dimili oleh BNNP sulawesi

selatan itu sudah sangat lengkap dan mendukung, fasilitas yang

dimiliki oleh kantor&udah memadai, seperti halnva juga ketika
al 0ses pcmenksaan terhadap pennguna

atan dalam mencegah peredaran
narkotika di kota makassar yaitu mengalami kendala wtamanya pada
anggaran vang dimiliki oleh BNNP sulawesi selatan, dan dan segi SDM
maupun ketersediaan alat pendukung yang dimiliki sudah lengkap.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian vang dilakukan maka peneliti
menyimpulkan sebagai berikut;

| Kejelasan Lampiran yakm dipfana BNNP dalam melaksanakan program

pemberantasan menda gany berat, meskipun  dalam  proses

3. Dalam hal Kesesuaian Dan Keseimbangan Peran Serta Situasi atau Kondisi
upaya dilakukan dalam memberantas peredaran narkotika juga dilakukan

dalam proses pemberian rehabilitasi vang dilakukan dengan rehabilitasi
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medis dan rehabilitasi sosial, sasaran kegiatan ini yaitu sebagai upaya untuk
meningkatkan dan menyiapkan mental dari mantan pecandu saat kembali
ke lingkungan masyarakat maka dia tidak akan terpengaruh kembali untuk
menggunakan narkotika,

4. Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dengan informan diatas dapat

dianalisis bahwa faktor pendilkung Badan Narkotika Nasional Dalam

B. Saran
I. Dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika maka
diharapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulalesi Seclatan lebih
meningkatkan sosiali terhadap bahaya Narkoba kepada masyarakat

utamanya pada kalangan remaja untuk mencegah terus menmingkatnya




pengguna narkoba yang mayoritas terjadi pada kalangan remaja.

2. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana dari Badan Narkotika

‘Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan supava dalam pelaksanaan
rencana dan program yang akan dilakukan dapat terealisasikan guna untuk
mengurangi tingkat pengguna dan pengedar narkoba di kota makassar




DAFTAR PUSTAKA

Albar, Muh Asiz. 2017. Kepala BNN Sulsel: Tahun 2017, ada 130.800 Masyarakat
Sulsel Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Tribun Enrekang com. diakses
tanggal-14-maret-2018,
https://makassar tribunnews.com/2017/06/08 kepalabnn-sulsel-tahun-

017-ada-130800-masy: - -terli alahgunaan-narkoba

Bohari, Muhammad. 2018. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan
Narkoba Di Kalangan Anak Dlr:h Badan Narkotika Nasional (Studi Di Kota
Mataram). Universitas Mataram Eakultas Hukum.

Fauzi, Mahfud z'm? Pe ingkata Jasama. Universitas Muhammadivah
ac.id/1123/3/BAB%2011 pdf.

||||||

http: ff_smnalmahas:swa unesa.ac.id/article/1 325(};‘19!3:11(:1& pdf Dlnks::g
tanggal 18 April 2017 pukul 12:04 WITA

Nursalam. (2018). Metode Penelitian [lmu Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika

Tarigan (2017:6) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,

88




Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010
Tentang Badan Narkotika Nasional diatur tugas dari BNN

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan
Narkotika Nasional diatur bahwa dalam melaksanakan tugas.

Wijayanti, A., 2014. Hubungan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi dengan
Sikap terhadap Kehamilan pada Usia Remaja pada Siswa Kelas XI di SMA
N Karangmojo Gunung Kidul. Tersedia dalam -

ittp://digilib. unis: ac.id/882/1/PDF%20NASK AH%20PUBLIKASI

.......







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIY AH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASY ARAKAT m
1 Sulian Alauddin Mo, 257 Telp 866972 Fax (041 11865588 Makassar %0221 E-mall :ip3munimulviaplow com

- == - -

or . 2874/05/C 4-VIIYV1I/40/2021 11 Dzulga'dah 1442 H
p 1 (satu) Rangkap Proposal 21 June 2021 M
. Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yih,

Bapak Gubemur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel
Makassar

G EEF SR S

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Su dan Poliuk Universitas Muhammadiyah

Makassar, nomor: 0950FSP A6V \\ H2021 M tanggal 21 Jumi 2021,

menerangkan bahwa mahasisiva i N

Nama A /
No. Stambuk  : 14

Fakultas

lisan Skripsi

n Narkotika di

///'uu\‘\\\\

mﬂi&kukan N \‘
Demikian. atas p

N
{;.g;,..;}igi,

Df.ir. Abubakar Idhan,MP.
06-21 NBM 101 7716




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nemor 16993/S.01/PTSP/2021 KepadaYth.
Lampiran : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov, Sulsel
Perihal : |zin Pepelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor - 2873/05/C 4-VIINVI/40/2021 tanggal 21 Juni 2021
perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nip : 18710501 198803 1 004

Tembusan Yin
1, Kot LPIM UNISMUH Maksssar di Makassar,
2 Partirggal

JI. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938
Website : hitp.//simap. sulselprov.go.id Email : pisp@sulselproy.go id
Makassar 90231




|
|
|
I Bangunan Kantor Badan Narkotika Provinsi Kota Makassar

&my T

\r_.




3. Wawancara Dengan Bapak Bambang Selaku Koordinator Penguatan Kelembagaan
Rehabilitas) Kantor Badan Narkotika Provinsi Kota Makassar

4. Wawancara xengan tbu Sudariaot Selako PLT, Kepola Baptan Umum Kantor
Badan Nailicika Provins: Kota Makassar




5. Wawancara Dengan Bapak Irvan Selaku Koordinator Perencanaan Kantor Badan
Narkotika Provinst Kota Makassar

5. Ruang Kerja Bidang Perencanaan Perencanaan Kantor Bidan Narkotika Frovins
Kota Makassar




RBOUBMEM  'q
ISBAIDSQO) B
S elR(]

uemdwndua g apoiapy 7
TesseE BI0Y JulRjag
ueduR|eY 1p BYNOYIEN
useun3ye[RAud
ISEIESUD WR[R(]
ISULAOS ] [BUOISEN
EYHONIBN UBPEE] UBID]
SuEUD | UBNI[aUa]

 UBIPUD AL |

INVAAVAM

Yy BN iy

DYHUONIDN UDDUNSYDIDAUIG ISVIDSUAPY DD ISUINOLJ JDUOISDN] DYHONIDN UDPDG UDIA],,

LVIN

" AUSSENRIY 21Oy
aefepg uedurjey|
(TN RN
werungyeeuog
IseyEEuIR
Wepu( 1SuIAL g

[BUOISEN BYHONIBN

uepEg uLIdg,,




ISEIUSWNYO(] 3

ueepeay ‘isyos denjas
sedm uep 1sfunj ‘ueejes
ISIME[NS 1P BYNoyIBU

o

G\ ,_ﬁ\é\\\\

ByHONIBN uepeg] isduny

uep suin] ueyeuRSyE|W ueysejaluaw uep 1seEuay







RIWAYAT HIDUP

Ahmad Khaider Akram. Tempat tanggal lahir, Makassar 13

Mei 1996. Merupakan buah hati dari pasangan M. Akil dan

Musdalifah, Anak Pertama Dan dua Bersaudara. Masuk

\\\\\\II”: //é

\\\‘ 1 ”

Sulawesi Selatan.




